
PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NGMQR 2  TAHUN 1999

TENTANG

RETF^IBU3I 12IN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

Menimbang  : a., bahwa   dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan
Pemerlntah Nomor 20 Tnhun 1997 sebagai pelaksanaan
bari Undang-undang Nomor .18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah daii RetribusI Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah TIngkat II Biora tentang Pajak
Daerah dan RetribusI Oaerah perlu dlsesualkan;

b- bahwa untuk meiaksanakan penyesualan sebagalmana
dlmaksud huruf a di atas, perlu disusun dan
ditetapkan Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah
Txngkat II Blora tentang RetribusI Izin Trayek.

Menglngat  : 1- Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan P.coplns.1 Jawa Tengah (Berlta Negara
Republik Indoi^sia Tahun 1950^^

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
- pokok PemerSntahan Di Oaerah (Lambaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38„ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor S3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
sia Nomor 3186);

4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara PIdana (Lerobaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi^ Nomor 3209);

5.Undang-undang ; Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1^^2 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480):

6.. Undang-undang I Noihor IS Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan RetrlbusI Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997' Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara ^fpubllk Indqnesia^Nomor 3685);

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA
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•"'.. i'oraturan Pemorlntah Nom-.^r rl: Tahun '.:••"••"'• r^^rtano
i 'Oiiiprlh^aaan Koiiciaraan ID" iTiiot^a" dl Jalan i'Lorribaran
^' e g a r a R e p u b 11 k I n d o n e s j a T a h u j i t •;-• • :>:;. n o m o r •;'.',
Tambahan I.einba.!"an Negar1^ I^pibJ id-; Indonooia Nomoi~

3528 );'

..l.o.. Peraturan Pomerintah Nomor 43 Tahun iv^^ tonrang
Praoarana Dan La^u •• 1 Int. a^ Jalan (Lernbar an Negara

f<^publ:iK Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Mogara Ropubllk Indonesia Nomor 352b i:;

.'..].. r:'Ci'".;;/: uiiii';  : r fik: rriivtal"^ Nomoi" ri rahun .••:;'v5^ontang
'3;:i"rari"i  Dan Pengoinudi 'Lombaran No gar ar:epub.T ik
v ,-,.••;.(;•.ci.--':'-.:' a  Tabuii 1993 p^inor ^1,  Tamba-'umi ornbai".;tn
N^ gar a Repub-iik Indone^ia Noior- 353o i „

1 •:.. ••••••; .-rurri, Po-morintal^ Nomor :>• To'^un  ..(.'."'97ronrang

Pntriburi Daerah (Lombaran N^'g-'u a  RopublikIndone-
•'••;-,  Tanun 1997 Notnor 55., iambahan i, em^-aran>•• ^gar.'

Rep up .1. i k 1 ndo ne^ i a Nomo r 3692 );,

12. Per atura.n rieiiteri Da lam Nogo.rT. Nomor •-. y.jiiun .v'K'-i

tentang Polaksanaan rtnggaran P->ndapatar arm Driania
Daerah^

In., Peraturan Henteri Dalarn Negeri Nomor 1 r ^hun love
tentang Perubahan Peraturan Neniori Da Iam Negorl
Nomcr 2 Tahun .1994 tentang Pelakoanaan migguran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

15.. Xeputusan Nenteri Da lam Negeri Nomor ud Tahun ..ire'
tentang Bentuk F'eraturan Daerah Dan  Permruran
Daerah Pe r uba ha n;

16.Keputusan Henteri Dalam.Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang  Prosedur  Penge^ahan  Peraturan  Daerah
tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

I^. Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara PemerlKsaan Oi Bidang Retribusi
Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998
tentang Tata NasKah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

peraturan Pemerlntah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan ^ebagian Urusan Pemorintah 'Dalam Bidang
Lalu Lintas Dan ^ngkutan Jalan Kepada Daerah
Ti ngkat I Dan Daerah i'i ngkat II it .omba r-an Negara
RepubliK Indonesia Tahun 1990 Nomor ..:>;,. Tambahan

Lombaran Nogara Repub.il k Indonesia Nomor '34-o• ;;

peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun j.993 tontang
Aiigkutan Tad an (Lombaran Negara Repubiik Indorusia
fahun I9>:->3 Nomor 59,. Tambanan Lomburar; Negara

osia Nom^r 35?T'-

#



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan ;
a.Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
b.Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Blora;
c.Kepala Daerah adalah BupatI Kepala Daerah Tingkat II Blora;
d.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh perala-

tan teknlk yang beracia pada kendaraan Itu;
e.Kendaraan•umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan

untuk dlpergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
f.Angkutan penumpang pedesaan adalah setiap kendaraan umum dengan

mobll bus dan atau mobII penumpang umum yang dlpergunakan pada
trayek-trayek yang sepenuhnya berada dl wllayah daerah.

g.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi leblh
dari 8 (delapan) tempat duduk tldak termasuk tempat duduk penge •
mudl, balk dengan inaupun tanpa perlengkapan bagasl;

h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengka
pi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tldak termasuk
tempat duduk pengemudl, balk dengan maupun tanpa perlengkapan
bagasl;

1. Mobil penumpang umum adalah mobll. penumpang yang disediakan
untuk dlpergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

.1- Mobil, barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda
motor, mob11 penumpang, mobll bis dan kendaraan khusus;

k. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa
angkutan orang dan atau banang dengan kendaraan umum dijalan;

1, Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan :1asa
angkutan orang dengan mobll bus. dan atau mobll penumpang umum
yang mempunyal asal dan tuiuan perlalanan tetap, lintasan tetap
dan jadwal tetap maupun tldak ter^adwal dalam wllayah daerah;

B A B

II  BLORAKASUPATEN DAERAH TINGKAT
IZIN TRAYEK.

: PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI

MenetapRan

NM E M U T

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten DaerahDengan persetujuan
Tingkat II Blora.

Daerah
Oaerah

Nomor

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
Nomor 6 Tahun 1988 tenteng Penyldlk Pegawal Negerl
3IpIl DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten
Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri 0
A).

Peraturan Oaerah Proplnsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang 0:1 Jalan Oengan Kendaraah Bermotor
Umum dl Proplnsi Oaerah Tingkat I Jawa Tengah
( Lembaran Oaerah Proplnsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Tahun 1995 Nomor 13 Seri B Nomor 5 );

Tahun 1998
RetrIbusI

22.

21.

20. Keputusan Menteri Oalam Negerl Nomor 119
tentang Ruang LIngkup Dan Jenis-jenis
Da^rah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;



BAB II

PERI11 NAN

Pasal  2

(1)Orang pribadi atau badan yang mengangkut orang dengan mobil bus
dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek harus menda-
pat izin dari Kepala Daerah:-

(2)Tata cara pengajuan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Inl
ditetapkan oleh Kepala Daerah-

#

Hi, Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menja-
di satu kesatuan jartngan pelsyanan angkutan penumpang;

;   n- Izir\ Trayek adalah pemberian izin untuk mengangkut orang dengan
mobil bus dan atau mobli penumpang umum pada jaringan trayek
dalam wilayah daerah yang selanjutnya dlsebut angkutan pedesaan
kepacia orang pibadi atau badan yang diberlkan oleh Pemerintah

'_'     Daerah;;

o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang me.Uputi  Perseroan
j 'f     Terbatas,  Perseroan komandlfcer, Perseroan iainnya, Badan Usaha
/' '.    Millk Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
/       Persekutuan. Perkumpulan,. Flrma, Kongs.1, KoperasJ, Yayasan atau

Organlsasi yang sejenlsB Lembaga. Dana Pensiun^ bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

p., Izin insldentil  adalah pemberian izin yang diberlkan oleh
Pemerintah Daerah kepada perusahaan angkutan yang telah rnerniliki

;'    izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor cadangannya

menyimpang dari izin trayek yang dimiliki^
. q^ Kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek bagi

setiap  kendaraan  yang bersangkutan yang  diberikan  oieh
Pemerintah Daerah;

i". Surat keteraiigan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah bagi mobil barang untuk mengangkut penumpang umum;

s Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek;

t^ Wa^ib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaku-
kan psifibayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;

u^ Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
3PTRD adalah surat yang digunakan olen Wajib Retribusi  untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut Peraturan Daerah;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat. Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang:

w tiasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa  dari

•    Pemerintah Oaerah;
x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurany Bayar yang selanjutnya

disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
retribusi daerah yang terutang;

y, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan  yang
menentukan tambahan atas jumiah retribusi daerah yang telah
ditetapkan;

z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

* *

^



B A B   III

NAliA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal  3

Nama Retrlbusl adaiah Retribusi Izin Trayek.

Pasal . 4

Obyek Retribusi adaiah setiap pemberian izin trayek..

Pasal  5

Subyek Retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang memperoleh
izin trayek.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retrlbusl Izi n Trayek termasuk Golongan Retrlbusl F'eri^lnan
Tertentu..

B A B  V

CARA MENQUKUR TINQKAT PENGQUNAAN ^ASA

Pasal  7

Tlngkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan ^enis. jumlah
dan jangka waktu.

BAB VI

#PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal  &

Prlnslp tarlp retribusi adaiah untuk blaya : adrninlstrasl penerbi-
tan dukemen izin, pemerlksaan, pengawasan dan pengendalian serta
pernblnaan.

Pasal 9

Besarnya tarlp retribusi ditetapkan sebagal berlkut:

a. Izin trayek
1.Perusahaan angkutan yang memiliki mobil bus umun 1  (satu)

sampal dengan 11. (sebelas) bus sebesar Rp. 40..000,-  (empat
puluh rlbu ruplah);

2.Perusahaan angkutan yang memiliki mobil bus umun 12 ^dia
belasl  sampai  dengan 22 (dua puluh dual  bus   sebesar Rp.
75.000^- (tujuh lima rlbu rupiah);

3.Perusahaan angkutan yang memiliki mobil bus umun 23 (dua puluh
tia) sampal dengan 55 (lima puluh lima) bus sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh);



pembayaran dan
30 (tlga  puluh)

Kepala

dengan
Wajib

rat lira n

a  saat

PI ha k

Kepala Oaerah menetapkan tanggal jatuh tempo
penyetoran  retribusi yang terutang paling lama
harl setelah saat terutang.
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Pasal  13

TATA CARA PEMBAV'ARAN

BAB VIII

(D

Retribusi dipungut di Wil&yah Oaerah.

Pasal  12

Bentuk, is I dan tata ca.ra pengisian 3PTRD ditetapkan oleh
Oaerah.

3PTR0 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasai  :lni,  :Iiisi
jelas,  benar dan lengkap serta di^andatangani  oleh
Retribusi  atau kuasanya.

asal 9 i';>e

rja-.li  pa-

kepada

a u  dok umen  1a1n

NRUTAM

Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi 3PTR0..

Pasal 11

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dxmaksud p
Oaerah ini dlsetor ke Kas Oaerah secara brut to.

Retribusi  terutang dalam masa retribusi,  t->
mempero1eh 1zi n t rays k.

Pemungutan  retribusi tldak dapat dialihkar
K a t i g a / d :i i > o ran g k a n..

f'eti inusl  ^.i. pun-gut  aengan monggunaivun .>KRi.j sx

yang cnpor sama^an..

Pasal  10

TATA L'ARA prM'JHCii.JTAH OAN WILAYAM PRML

(3)

(2)

(4)

(3)

(2)

CD

A B  V T1

4.. Perusahaan angkutan yang inemiliki mobil bus umum leblh ciari 55
(lima puluh lima) bus sebesar Rp. 250.000,- tdua ratus lima
p u .1 u h r i b u r up i a h );.

5.. Per usahaai"!  angkutan yang mengusahakan mobil  peiuimpang  urn urn

sebesar Rp.. 25.000^- (dua puluh lima ribu rurlah).

b.Kartu pengawasan
1.Mobil  bus yang olopeiaslkan oengan pelayanan  non ekonorni

sobosar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendo raan:.
2.riobl 1  bus yang diopera^iKan Morgan pelayanan ekonomi  sebesar

Rp.. 20.,ooo, ••• (dua puluh ribu rupiah) per konderaar:;
3.Mobil  penurnpang  umum sebesar Rp.. IS..000,- (lima  bel^s  ribu

r u p i. a h) p e r ken d a r a a n,.

c.untuk memperolsi) surat ketorangan sebesar Pp.. 20.000,. - (dua puluh

ribu rupiah) per kendaraan.

d.Izln insi'ientil sobesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu  rupiah)  per
kendaraan.

M



TATA CARA PCNGHAPUSAN PIUTANG RBTRTBUST
VANG KA0ALUWAR3A

Pasal  16

(1)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi  karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dHoat dlhapus.

(2)Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Daerah  yang  sudah kadaluwarsa sebagalmana  dimaksud  ayat  (.1)
pasal ini

XIB A B

(2)SKRD,  SKRDKB. SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan,  Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan  jurnlah
retribusi  yang harus dibayar bertambah. harus dilunasi  dalam
jangka  waKtu paling lama  1  (satu) bu.lan  sejak  tanggal
cliterbltkannya.

(3)Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk rnengangsur stau meriunda
pembayaran retribusi dengan dlkenakan bunga sebessr 2 t  (dua
persen) setlap bulan.

i4) Tata cara pembayaran, tempat pembavaran. penundaan pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah..

BAB  IX

TATA CARA PENAGTHAN

Pasa 1  1

(1.) RstrJ.busi yang terutang berdasarkan SKRD, 3KR0KB,, SKRDKBT, STRD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar olen Wajib
Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

B a B  X

KADALUWARSA

Pasal IS
(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaul jangka waktu

3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,,
kecuall apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pldana di
bidang retr.ipusl..

(2)•Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal 1 n.i, tertangguh apabila .^
a.Qiterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:
b.Ada pengakuan utang retribusi darl Wajib Retribusi baik lang-

sung maupun tidak langsung.
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B A B   XIV

KETEN!BAN P

Pe.langgar.nn terhauap ketentuan -ketentuan da Lam Poi-aturan Oaerah ml,,
dapat dianearo dengan pidana kurungan paling lama 6 Conaml bul.an atau
denda paling banyak 4 •^empat.) Kali ^umi.aii retrlbusi rerucang..

o A B  xv

P L i^ V x 0 I K A N

Pass I  :?o

CD Pe^abat Pegawai Negen SipII terfcentu di lingkungan Pemerlntah
Daerah dlb^rl ^^e^enang khusus ^eoagai Peny.i.d::.n '.iri-rik ^i^lakukan

penyidlkan t.inuak rl^^a di h I clang retrlbu^i daerah ^ebagaimana
dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 i.g-'nr.ang Hukurn
Acara Pidana.

C2) Wewenang Penyidik eebagaimana dimaksud ayac  (xi r^y^U Ini^
ada1ah;
a,. Mencrime niencsrl., niengnmpulkan dan menolTD kelTrngan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di biaang r^trlbusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut men.)ad.* lebih
lengkap can jeias,,

b.Menelir;i^ mencari dan mengumpul kan Keterangan r>r.. -ng^ nai orang
pribadi  atau badan  tentang kebenaran  per t-uatan  yang
dil.akukan sehubungan dengan tindak pldana retribusi daerah ;•

c.Meminta  keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan  sehubungan dengan tindak pidana di  biding  retribusi
daerah :

(2) Kepada n|>ara'.,. P^lok^ana dun Periya^a^:; ^^^agal-nana vd .••ii^ksud ayat
(,^.) pa:y:il T.n.V. ^ di^'orikan b^aya or>^rasSonal. van"! besar dan

p^mbagi annv^ dlatur oalam Surer. Ksrutusan K^pala nasran serta
dituangkan da lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah,.

B A B   XII

V3AHK3I AQf'ilNISTkASI

P^sal  37

Da lam rial wajib karribu^t tiua.A mombayar U;pai.. pada ^^hiunya atau

kurang mombayar, dikohakan s&nnsi adm.in.istr as I berupa bunga sebesar
2 ^ (dun pers^n^ set ^ap Brian dart be^amv" rotribusi t^rutang yang
tldak at:'1 j knrang b^vsr dan ditaglh dengan manggunaksn BIRD..

^ r B    XI II

PELAKSANAAN DAN PFNQAWASAN

Pasal  IB

(I) Pelak^anaan teknis atas busrl.?.kunva Paraturan Oru-r^h Snl dan
p^ngawasan atas pe.laksanaan P^raturan Oaerah ditetapkan oleh
K^nala Daerah,

* •

#



RAWIRO, MBA

H TINQKAT IIAERAH
BLORA

Dltetapkan dl Blora
99

BAB  XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1.) Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setlap orang dapat mengetahuinya^ memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daera

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Iain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, psncatatan dan dokumen-dokumen Iain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut^

f.Memlnta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dl bidang retribusi daerah;

g.Menyuruh berhenti, melarang seseorang menlnggalkan ruangan
atau ternpat pada saat pemerlksaan sedang berlangsung dan
memeriksa  identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagalmana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dl bidang
retribusi daerah;

1. Memanggll orang untuk didengar keterangannya dan cllperiksa
sebagai rersangka atau saksi;

1. Me ng he n11 ka n pe ny 1 dI ka n;
k. Melakukan tlndakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi

kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut. hukum
yang berlaku.

(3) Penyidlk sebagalmana dimaksud ayat (1) pasal Ini, memberitahukan
dlmulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyldlkannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..

* #
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: Pemberlan, izin Insldentll dimaksudkan
untuk mengatasi kekurangan angkutan,
dengan ketentuan jumlah kendaraan cadangan
sebanyak - banyaknya 10 ?; (sepuluh persenl
dari seluruh kendaraan yang diberlkan izin
trayek.

: Yang dlmaksud dengan peralatan teknlk
adalah dapat berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsl untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan.

>/d : Cukup jelas.Pasal 1 huruf e
huruf o

Pasal 1 huruf p

Pasal 1 huruf d

hurut a s/d ^ Cukup jelas.Pasal 1
huruf c

Sesual dengan Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Oi Oaerah, Pajak Oaerah dan Retrlbusi
Daerah merupakan sumber pendapatan 'daerah, agar daerah dapat
melaksanakan otonamlnya, yaltu mampu mengurus dan mengatur rumah
tangganya send.i r I

daerah tersebut diharapkan mampu rneirjadl
bagl penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat. Oleh karena Itu, diperlukan ketentuan/landasan hukurn
yang dapat digunakan sebagal pedoman bagl Daerah TIngkat II
khususnya Pemerlntah Kabupaten Oaerah TIngkat II Blora cialam ha.I
pemungutan retribu^i..

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah Dan Retrlbusl Oaerah,,
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Paiak dan Retrlbusi
dl Oaerah TIngkat II perlu disesualkan dengan Undang-undang
dimak^ud.

Berda^arkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retrlbusi Oaerah yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retrlbusi Izin Trayek
dltetapkan man^adl salah satu jenls retrlbusi daerah.. Oalam
rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang
memerlukan/mendapatkan Ii:in Trsyek, diperlukan pengaturan
retrlbusinya yang dituangkan dalam Peraturan Oaerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PA3AL.

pendapatan
psmMayaan

3umber
sumber

TENTANG

RE TRI BUS I IZIN TRAYfJK

PENJCLASAN UMUii.; 

PENJELASAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OAERAH TINQKAT II BLORA
NOMOR 2  TAHUN .199^

I.
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Pasal 1 huruf q    : Cukup jelas..

Pasal 1 huruf r    : Pemberlan surat  kererangan mobil barang
untuk rnengangkut penumpang umum dimaksud"
ka^ karena dl daerab tersebut belum
dllayanl / terjangkau angkutan penumpang
umum dengan travel, ^etap dan reratur..

Pasal 1. huruf s s/d ;; Cukup jeias..
huruf v

Pasal 1 huruf w    .: - Ret ritual yang pembuyarannyv. dencan
^enggunaka^ SKRD mnsa retri.businya I
(satu) buian,.

- Retribusi yang pembayarannya dengan
m^nggunakan dokumen l^in yang dlpersama-
Kan dengan SKRO masa retribuslnya
harian..

Pasal 1 huruf x s/d r. Oukup jelac.
huruf z

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jolas.

Pasal 4: fang cermasuk obyek Rac'lousx me 1:1 put I :;
I.. Lz:ln Trayek"

2 ^ K art u P e n g a w a s a n;;
3. Surat Keterangan;
4,. Izin Insidenti 1..

Pasal 5: Cukup .lelas,.

Pasal 6: Vang dimaksud dengan Perizlnan  fertentu
adalah keg.latan tertentu Pemerlntah Daerah
da lam rangka. pemberian Izin k.epada orang
prlbadi atau badan yang dimaksudkan untuk
^embinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan
ruang^ penggunaan surnber daya aiam,
barang, prasarana, sarana atau fasllltas
tertentu guna mel:indung:i kepo^itlngan umum
dan menjaga kelestarlan .1 ingkungan.,

Pasal 7.• Vang dimaksud jangka waktu adalah jangka
waktu masa berlakunya i.iir\ yaitu ;.
-I.r.In trayek jangka waktu  berlakunya

adalah 5 (lima) tanun dan dapat diperba-
harui;

• Karcu pengawasan jangka waistu berlakunya
adalah 1 (satuj rahun dan dapat dxperba-
harul^

-Surat keterangan jangka waktu berlakunya
adalah 1 (satuj tahun dan dapat dlperba^
haiujl;

••• Izxt'i Insldentll jarigka waktu berlakunya
paling lama .14 (empat be las) hard, dan
tldak dapat diperpanjang iagl,.

Pasai  s/d Pasal 9 ;; Cukup jelas.
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Pemerintah Oaerah.
mempunyal   utang  retribusi   kepada
langsung menyatakap bahwa la mengakul

; Retrlbusl  tldak  secara  nyata-nyata
' secara   tidak.  langsung  adalah   Wajib
- Yang dlmaksud dengan pengakuan utang

Oaerah.
belum  melunasinya kepada  Pemerintah
maslh mempunyal  utang retribusi  di^n
Retrlbusl.dengan kesadarannya menyatakan
retribusl  secara langsung adalah Wajib

: - Yang dimaksud dengan penga.Kuan utang

but.
ranggal  penyampalan Surat. Teviuran terse•-
!f.ada.luwarsa  penaglhan  dlig'tung  sejak

: Oaiam hal dlterbltkan Surat Teguran.

: Cukup jelas.

; Cukup jelas..

menggunakan karcls dan dokumen lain.
•3PTR0 dan pembayaran retrlbusl dapat
periodik, tldak dlwajlbkan untuk menglsl
pelayanan secara  langsung da^  tidak

- BagI Wajib Retrlbusl yang menerlma jasa

na n, mI sa 1 : b u 1 a na n, ta hunan .
terus rnenerus, periodik dan beriangga-
jasa pelayanan pemerintah oaerah secara
bag! Wajib retrlbusl  yang menggunakan

: - Kewajlban untuk mengici Si-'TRO berlaku

: Cuk^-.p jelas.

r e t r I b us 1 da n i>o nag I ha n r e t r 1 b u s 1.
retribusl terutang, pengawasan penyetoran
adalai';  kegiatan  per hi tunga.n  besarnya
dapa^ d.ir,erjasamakafi denyan pihak  ketiga
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak
tan janis retrlbusl secara lebih efislen..
Ikut rnelaksanakan sebaglan tug as pemungu-
profeslonalismenya  layak dipercay.i-,  untuk
dengan badan-badan terten^u yang  karena
I'cmeilntah  Oaerah rlapoL bekei ja  sama
^it  dalam proses  pemungutan  r^u IbusI,
dengan pihak ketiga.  Dengan sangat selek-
Pemerintah Oaerah tldak dapat bekerjs sarna
dalam pengertian Inl bukan borarti  bahwa
dlserankan kepada pihak ketiga.   Nainun
kegiatan pemungutan retribusl tldak dapat
dIborongkan ada 1 ah baiiwa se.1 uruh proses

z Yang   dlmaksud  dengan  tldak   dapat

perhitungan.
kupon,   kartu  langganar.   dan   nota
oipersamakan antara Iain berupa  karcls.

: Yang dlmaksud dengan dokuiner. lain yang

C2)

CD

(2)

CD

C3)

i' 2 )

CD

ayat

ayat
s/d

C3)
ayat

ayat

C4)
avat

ayat

ayat

b

a
16

16
12

fl
.'

,••'•     huruf

jl   huruf
X Pas.al

j   Pasal

™ / Pa^^al

X^  , .••:• s/d ayat
11

11

/       PasaI

' /
/

,'
J

?' /
/

y

Pasal

s/d ayat.
l.o

j l"l

10

Pasal

Pas a 1

Pasal
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Pasal 17 s/d Pasal 20: CuKup jelas..      •.^.
ayat (2)

Pasal 20 ayat (3)    : Yang dimaksud dengan menyarnpalkan hasll
penyidikannya kepada Penuntut Urn urn
adalah menyerahkan hasll penyidlkan
kepada Penuntut Umum melalui Penyldlk
Polri.

Pasal 21: Cukup Jelas.

000000-;


